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Abstrak  

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan fondasi utama untuk mencegah kecelakaan kerja 

khusunya pada industri dengan tingkat risiko tinggi. Dengan kemajuan teknologi, digitalisasi sistem Permit 

to Work (PTW) menjadi inovasi yang mengubah manajemen pengendalian risiko melalui proses perizinan 

kerja yang lebih efisien, terstruktur, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja 

digitalisasi sistem Permit to Work (PTW) di PT Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong serta 

mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasinya. Metode yang digunakan adalah 

pendekatan deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner kepada 32 responden 

yang terlibat langsung dalam proses digitalisasi sistem Permit to Work (PTW). Hasil menunjukkan bahwa 

kinerj digitalisasi sistem Permit to Work (PTW) dengan rata-rata 2,12, dan termasuk dalam kategori cukup 

baik. Temuan tersebut mengidentifikasikan bahwa sistem Permit to Work (PTW) mendukung dalam proses 

pengelolaan izin kerja, tetapi belum beroperasi secara optimal. Kendala yang ditemukan meliputi, 

kurangnya pemahaman karyawan terhadap prosedur digitalisasi, keterlambatan dalam proses otentikasi dan 

persetujuan digital, pelatihan pengguna yang tidak memadai, serta akses terbatas ke jaringan internet di 

area operasional. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas keselamatan kerja melalui 

digitalisasi PTW memerlukan dukungan teknologi, kompetensi pengguna, dan infrastruktur yang memadai 

agar implementasi sistem dapat berjalan secara optimal. 

 
Kata kunci: akuntabilitas, Digitalisasi Sistem PTW, evaluasi kinerja, keselamatan kerja, permit to work 
  

 

1. Pendahuluan 

1.1      Latar Belakang 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek penting dalam melindungi 

tenaga kerja dari potensi kecelakaan dan memperkuat kinerja operasional perusahaan (Dwi Jelita, 

Pingkan A. K. Pratasis, Jantje B. Mangare (2025). Kemajuan teknologi mendorong penggunaan 

platform digital dalam manajemen K3 untuk meningkatkan pengendalian risiko, meningkatkan 

akuntabilitas, dan mengatur data keselamatan kerja. Sejalan dengan ISO 45001:2018, 

implementasi sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3) menekankan 

pengendalian risiko dan pencatatan informasi yang efektif. Salah satu penerapan digitalisasi K3 

adalah penggunaan sistem Permit to Work (PTW) berbasis digital sebagai sarana pengendalian 

pekerjaan berisiko melalui mekanisme perizinan yang terstruktur (Siti Nurmala Dewi et al., 2025). 

PT Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong telah mengimplementasikan digitalisasi 

sistem Permit to Work (PTW) sebagai bagian dari transformasi digital perusahaan. Namun, 

keberhasilan implementasinya tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga 

oleh kesiapan dan kemampuan pengguna untuk beradaptasi dengan perubahan sistem kerja. 

Efraim Y. Wantah, Pingkan A. K. Pratasis, Febrina P. Y. Sumanti (2024) menyatakan bahwa 
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keberhasilan inovasi keselamatan kerja sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, 

sedangkan kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap prosedur kerja menjadi hambatan 

dalam implementasi sistem keselamatan kerja (Awuy T, Pratasis P, Mangare J (2017). Di sisi lain, 

kepatuhan pekerja terhadap prosedur Permit to Work (PTW) merupakan faktor penting dalam 

mendukung efektivitas sistem keselamatan kerja. Selain itu, kepatuhan pekerja terhadap prosedur 

PTW merupakan elemen penting dalam memperkuat efektivitas pengendalian keselamatan kerja. 

Kegagalan untuk mematuhi prosedur sistem Permit to Work (PTW) dapat menyebabkan 

kegagalan sistem pengendalian keselamatan dan kemungkinan kecelakaan kerja (Yan dkk. 

(2017). Kesenjangan kemampuan ini dapat memicu hambatan proses administrasi dan bahaya 

fisik yang fatal di tempat kerja (Ubrusun Z, Pratasis P, Legrans R (2024). Oleh karena itu, dalam 

mendukung transformasi digital perusahaan, kepatuhan pekerja terhadap prosedur Permit to Work 

(PTW) menjadi aspek yang sangat penting. Mianro Pardede et al. (2025) juga menekankan bahwa 

efektivitas sistem Permit to Work (PTW) dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pengguna dalam 

melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan. Maka, evaluasi kinerja digitalisasi sistem Permit 

to Work (PTW) di PT Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong penting untuk menilai 

efektivitas pelaksanaannya dalam meningkatkan akuntabilitas keselamatan kerja serta 

mengidentifikasi  faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasinya.  

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah Bagaimanakah evaluasi kinerja digitalisasi sistem Permit to 

Work (PTW) di PT Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja digitalisasi sistem Permit 

to Work (PTW) di PT Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong. 

2. Metode  

2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Area Lahendong, 

yang terletak di Jl. Raya Tomohon No. 420, Kolongan Satu. Kec Tomohon Selatan, Kota 

Tomohon, Sulawesi Utara (Titik koordinat: 1°18'19"N 124°49'53"E). Lokasi penelitian 

ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

 
 

Gambar 1. Lokasi Penelitian 
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2.2  Metode Pengumpulan Data 

a) Data Primer: 

1. Penyebaran kuesioner kepada responden pengguna aktif digitalisasi sistem Permit to Work 

(PTW). 

2. Wawancara kepada responden yang menggunakan digitalisasi sistem Permit to Work 

(PTW) 

b) Data Sekunder: 

Data yang diambil dari sumber yang sudah ada yakni penelitian terdahulu yang relevan dengan 

digitalisasi sistem Permit to Work (PTW). 

2.3  Kerangka Penelitian 

  

 
 

Gambar 2. Bagan Alir Penelitian 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Karakteristik Responden 

Kuesioner didistribusikan kepada 32 karyawan yang memenuhi kriteria purposive 

sampling, yakni pihak yang terlibat langsung dalam penggunaan digitalisasi sistem Permit to 

Work (PTW). 
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Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Unit Kerja 

No. Unit Kerja Jumlah (N) Persentase 

1.  Operation 22 68,8% 

2.  Maintenance 5 15,6% 

3.  HSSE 4 12,5% 

4.  Bussiness Support 1 3,1% 

 
Tabel 2. Jumlah Responden Berdasarkan Peran dalam PTW 

No. Peran dalam PTW Jumlah (N) Persentase 

1.  Issuing Authority 17 53,1% 

2.  Performing Authority 11 34,4% 

3.  Performing Authority + Safety Advisor 1 3,1% 

4.  Safety Advisor 3 9,4% 

 

Berdasarkan data lapangan, responden terdiri dari fungsi Operation, Maintenance, HSSE, 

dan Business Support, serta mencakup semua peran penting dalam proses digitalisasi sistem 

Permit to Work (PTW). Gambaran hasil dari pihak pelaksana di lapangan (Performing Authority) 

serta pihak pengawas dan pemberi izin (Issuing Authority dan Safety Advisor) memberikan dasar 

data yang kuat. Dengan demikian, penilaian kinerja digitalisasi sistem Permit to Work (PTW) di 

PT Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong dapat dilakukan secara menyeluruh, objektif, 

dan mencerminkan beragam sudut pandang pengguna. 

3.2 Hasil Evaluasi Kinerja Digitalisasi Sistem Permit to Work (PTW) 

Evaluasi kinerja digitalisasi sistem Permit to Work (PTW) diukur berdasarkan hasil 

wawancara kepada responden yang aktif menggunakan digitalisasi sistem Permit to Work (PTW). 

Evaluasi ini meliputi 20 pertanyaan yang merangkum fungsi serta efektivitas sistem. Hasil 

perhitungan rata-rata (mean) dari evaluasi tersebut disajikan pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Hasil Evaluasi Kinerja Digitalisasi Sistem PTW Berdasarkan Wawancara 

Item pertanyaan Mean 

P1 2,42 

P2 2,28 

P3 2,42 

P4 2 

P5 2,42 

P6 2,14 

P7 2 

P8 2,14 

P9 2,14 

P10 2 

P11 2,28 

P12 2,14 

P13 2 

P14 2,14 

P15 2,14 

P16 2,14 

P17 2 

P18 2 

P19 2 

P20 1,57 

Hasil Mean Keseluruhan 2,12 

  
Tabel 4. Rentang Kategori Penilaian Hasil Wawancara 

Rentang Nilai Kategori 

1,00 – 1,66 Kurang baik 

1,67 – 2.33 Cukup Baik 

2,34 – 3,00 Sangat baik 
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Tabel 5. Daftar Pertanyaan Wawancara 

 
 

Berdasarkan interval penilaian, menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi sistem 

Permit to Work (PTW) di PT Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong cukup baik dalam 

mendukung keselamatan kerja dan akuntabilitas pekerjaan. Namun, efektivitas penerapannya 

belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, analisis statistik deskriptif lanjutan dilakukan 

untuk mengevaluasi berbagai faktor penghambat yang terjadi di lapangan. 
 

Tabel 6. Hasil Analisis Deskriptif Hambatan Digitalisasi Sistem PTW 

No. Pernyataan Mean Kriteria Kategori 

1.  Kurangnya pemahaman pekerja tentang prosedur digitalisasi 

PTW menghambat kepatuhan 

3,81 Menghambat 

2.  Keterlambatan persetujuan digitalisasi PTW dari pihak 

berwenang menghambat pelaksanaan pekerjaan 

3,81 Menghambat 

3.  Kurangnya pelatihan pengguna digitalisasi PTW menghambat 

penerapan sistem digitalisasi 

3,53 Menghambat 

4.  Kesulitan mendapatkan akses ke sistem digitalisasi PTW di 

lapangan menghambat kelancaran pekerjaan 

3,50 Menghambat 

 

Analisis terhadap permasalahan operasional di lapangan menunjukkan bahwa kinerja 

digitalisasi sistem Permit to Work (PTW) terhambat secara signifikan karena kurangnya 

pemahaman pekerja tentang prosedur digitalisasi sistem Permit to Work (PTW) dan 

keterlambatan dalam proses persetujuan izin. Kesulitan pengguna dalam mengikuti alur sistem 

mencegah proses verifikasi berjalan secara optimal. Lebih lanjut, kurangnya pelatihan yang 

memadai memperlambat adaptasi pekerja terhadap lingkungan kerja digital. Situasi ini semakin 

diperumit oleh gangguan akses internet di beberapa lokasi, yang menghambat pembaruan data 

 

No. Pertanyaan 1 2 3 

1.  Apakah sistem digitalisasi PTW mempermudah proses pengajuan izin kerja? ☐ ☐ ☐ 

2.  Apakah penggunaan digitalisasi PTW mempercepat proses persetujuan izin kerja dibandingkan 

sistem manual? 
☐ ☐ ☐ 

3.   Apakah sistem digitalisasi PTW membantu meningkatkan efisiensi pelaksanaan pekerjaan? ☐ ☐ ☐ 

4.  Apakah penggunaan digitalisasi PTW membantu mengurangi kesalahan administrasi  izin 

kerja dibandingkan proses manual? 
☐ ☐ ☐ 

5.  Apakah sistem digitalisasi PTW mempermudah pemantauan pekerjaan berisiko tinggi ? ☐ ☐ ☐ 

6.  Apakah penggunaan digitalisasi sistem PTW membuat dokumentasi izin kerja lebih tertata dan 

mudah ditelusuri? 
☐ ☐ ☐ 

7.  Apakah penggunaan digitalisasi PTW meningkatkan kepatuhan pekerja terhadap prosedur 

keselamatan kerja?  
☐ ☐ ☐ 

8.  Apakah sistem digitalisasi PTW membantu meningkatkan tanggung jawab pekerja terhadap 

keselamatan kerja di lapangan?  
☐ ☐ ☐ 

9.  Apakah sistem digital PTW membantu mencegah pekerjaan tanpa izin resmi?  ☐ ☐ ☐ 

10.  Apakah penggunaan digitalisasi PTW membantu meningkatkan ketelitian pekerja dalam 

menjalankan prosedur keselamatan kerja?  
☐ ☐ ☐ 

11.  Apakah sistem digital PTW membantu memastikan setiap pekerjaan memiliki izin kerja yang jelas 

sebelum dimulai?  
☐ ☐ ☐ 

12.  Apakah penggunaan digitalisasi PTW membantu pengawasan keselamatan kerja menjadi lebih 

transparan? 
☐ ☐ ☐ 

13.  Apakah perusahaan telah menyediakan prosedur penggunaan sistem digitalisasi PTW bagi pekerja?  ☐ ☐ ☐ 

14.  Apakah pekerja dapat menggunakan fitur-fitur pada sistem digitalisasi PTW dengan mudah?  ☐ ☐ ☐ 

15.  Apakah perusahaan telah memberikan sosialisasi terkait penggunaan sistem digital PTW?  ☐ ☐ ☐ 

16.  Apakah sistem digitalisasi PTW dapat membantu manajemen memantau status pekerjaan berisiko 

secara real-time? 
☐ ☐ ☐ 

17.  Apakah persetujuan izin kerja digital PTW dapat dilakukan tepat waktu? ☐ ☐ ☐ 

18.  Apakah sistem digitalisasi PTW berjalan dengan stabil selama digunakan? ☐ ☐ ☐ 

19.  Apakah penggunaan digitalisasi PTW membantu meningkatkan disiplin dan kepatuhan pengguna? ☐ ☐ ☐ 

20.  Apakah akses jaringan dan sistem digital PTW di lapangan masih mengalami kendala? ☐ ☐ ☐ 
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secara real-time dan otorisasi izin. Alhasil, perpaduan sumber daya manusia dan digitalisasi 

sistem Permit to Work (PTW) yang terbatas membuat kinerja digitalisasi sistem Permit to Work 

(PTW) hanya cukup baik. 

 
Tabel 7. Daftar Pertanyaan untuk Kuesioner Sistem Digitalisasi PTW 

 
 

Tabel 8. Hasil Uji Validitas Data 

Correlations Hasil  

Item r hitung r tabel Kriteria Keterangan 

P1 0,913 0,349 rhitung > r tabel Valid 

P2 0,858 0,349 rhitung > r tabel Valid 

P3 0,709 0,349 rhitung > r tabel Valid 

P4 0,729 0,349 rhitung > r tabel Valid 

P5 0,745 0,349 rhitung > r tabel Valid 

P6 0,882 0,349 rhitung > r tabel Valid 

P7 0,865 0,349 rhitung > r tabel Valid 

P8 0,868 0,349 rhitung > r tabel Valid 

P9 0,891 0,349 rhitung > r tabel Valid 

P10 0,793 0,349 rhitung > r tabel Valid 

P11 0,883 0,349 rhitung > r tabel Valid 

P12 0,691 0,349 rhitung > r tabel Valid 

P13 0,897 0,349 rhitung > r tabel Valid 

P14 0,856 0,349 rhitung > r tabel Valid 

No. Pernyataan 1 2 3 4 5 

1.  Kurangnya pelatihan pengguna digitalisasi PTW menghambat penerapan sistem 

digitalisasi 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2.  Kesulitan mendapatkan akses ke sistem digitalisasi PTW di lapangan menghambat 

kelancaran pekerjaan 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3.  Komunikasi yang tidak efektif antar pekerja menghambat koordinasi digitalisasi PTW ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4.  Kurangnya pemahaman pekerja tentang prosedur digitalisasi PTW menghambat 

kepatuhan 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5.  Keterlambatan persetujuan digitalisasi PTW dari pihak berwenang menghambat 

pelaksanaan pekerjaan 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6.  Sistem digitalisasi PTW yang tidak selalu up-to-date menghambat efektivitas 

pemantauan 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7.  Dukungan teknis yang terbatas menghambat penggunaan digitalisasi PTW di lapangan ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8.  Kurangnya sosialisasi digitalisasi PTW kepada pekerja dan mitra kerja menghambat 

optimalisasi sistem 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9.  Implementasi digitalisasi PTW terhambat oleh kesiapan pengguna untuk beradaptasi 

dengan sistem digitalisasi PTW. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

10.  Keterbatasan waktu pekerja untuk menggunakan digitalisasi PTW menghambat kinerja 

sistem 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

11.  Ketidaksesuaian penerapan digitalisasi PTW dengan kondisi kerja di lapangan 

menghambat efektivitas pelaksanaan pekerjaan. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

12.  Kurangnya keterlibatan manajemen dalam penerapan digitalisasi PTW menghambat 

optimalisasi sistem. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13.  Penggunaan digitalisasi PTW terhambat oleh keterbatasan fasilitas pendukung, seperti 

perangkat dan jaringan. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

14.  Kurangnya kejelasan peran dan tanggung jawab pengguna digitalisasi PTW menghambat 

akuntabilitas keselamatan kerja. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

15.  Koordinasi yang tidak efektif antara pengawas dan pelaksana kerja menghambat 

penerapan digitalisasi PTW 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

16.  Karena kurangnya kepatuhan pengguna dalam mengikuti alur digitalisasi PTW, 

penerapan sistem menjadi kurang efektif. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

17.  Peningkatan kinerja sistem terhambat oleh kurangnya monitoring dan evaluasi rutin 

terhadap penerapan digitalisasi PTW. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

18.  Penggunaan digitalisasi PTW memudahkan identifikasi dan tindak lanjut terhadap 

pelanggaran prosedur keselamatan 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

19.  Rendahnya kepatuhan pekerja terhadap digitalisasi PTW menghambat pelaksanaan 

pekerjaan sesuai SOP 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

20.  Kurangnya disiplin dalam pengisian digitalisasi PTW mengurangi risiko kesalahan 

administrasi 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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P15 0,729 0,349 rhitung > r tabel Valid 

P16 0,773 0,349 rhitung > r tabel Valid 

P17 0,803 0,349 rhitung > r tabel Valid 

P18 0,736 0,349 rhitung > r tabel Valid 

P19 0,898 0,349 rhitung > r tabel Valid 

P20 0,834 0,349 rhitung > r tabel Valid 

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan (P1–P20) memiliki nilai r 

hitung lebih besar daripada r tabel (0,349). Hal ini berarti setiap item kuesioner dinyatakan valid, 

karena mampu mengukur konstruk yang dimaksud secara konsisten. Nilai korelasi yang tinggi, 

sebagian besar berada di atas 0,7 hingga 0,9, mengindikasikan adanya hubungan yang kuat antara 

skor tiap item dengan skor total. Dengan demikian, instrumen penelitian memiliki kualitas yang 

baik, tidak ada item yang harus dieliminasi, dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu uji 

reliabilitas. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa kuesioner layak digunakan sebagai 

alat ukur dalam penelitian karena telah memenuhi kriteria validitas. 

4. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi kinerja digitalisasi sistem Permit to Work (PTW) di 

PT Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong dalam penerapannya tergolong cukup baik 

dan belum sepenuhnya meningkatkan akuntabilitas keselamatan kerja, juga masih terdapat faktor 

menghambat implementasi digitalisasi sistem Permit to Work (PTW). Seperti, rendahnya 

pemahaman pekerja terhadap prosedur digitalisasi sistem Permit to Work (PTW) dan 

keterlambatan persetujuan digitalisasi Permit to Work (PTW),  serta kurangnya pelatihan 

pengguna dan kesulitan akses sistem di lapangan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

implementasi digitalisasi PTW masih mengalami hambatan pada aspek sumber daya manusia, 

dukungan teknis sistem, dan koordinasi operasional sehingga efektivitas pelaksanaan keselamatan 

kerja dan akuntabilitas sistem belum berjalan secara optimal. 
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Gambar 3. Checklist Audit Permit to Work (PTW) 
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Gambar 3. lanjutan 

 

 

  

 


